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BAB V  

PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan  

1) Pertimbangan hakim atas pembukitan terhadap syarat “Debitur memilki 

lebih dari satu Kreditor”, dinilai tidak tepat. Hal ini dikarenakan melanggar 

ketentuan dari SEMA No. 7 tahun 2012, melanggar asas keseimbangan dan 

keadilan. Dalam hal ini, kedudukan Debitor menjadi dirugikan oleh 

kedudukan Kreditor yang melakukan permohonan tersebut yang pada 

akhirnya membuat Debitor berada dalam status PKPU sementara yang 

mengakibatkan Debitor dibatasi dalam kepengurusan harta kekayaan dan 

potensi terjadinya status Pailit.  

2) Pertimbangan hakim atas penerapan Pasal 245 UUK-PKPU terhadap 

pelunasan utang yang dilakukan Termohon, dinilai tidak tepat. Hal ini 

dikarenakan pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan 

dari Pasal 245 UUK-PKPU itu sendiri dan tidak memenuhi syarat esensial 

atau raison d’entre dari penetapan PKPU. Maka tentu seharusnya tidak ada 

alasan atas pengabulan permohonan PKPU apabila tidak sesuai dengan 

maksud dan tujuan serta tidak memenuhi syarat esensial dari PKPU itu 

sendiri. 

 

5.2.  Saran 

1) Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dan memutus suatu 

perkara Kepailitan atau PKPU seharusnya tidak menghindari maksud dan 

tujuan dari UUK-PKPU, terkhususnya atas asas-asas terkait seperti asas 

kepastian hukum ,asas keseimbangan serta keberadaan syarat esensial atau 

raison d ‘entre dalam melakukan penetapan PKPU. Hal ini ditujukan 

untuk menghindari kerugian yang dapat dialami Debitor atas 

permasalahan yang serupa kedepannya. 
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